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Abstrak 

Kebijakan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) bertujuan meningkatkan fleksibilitas pengelolaan dan kinerja 

pelayanan rumah sakit melalui pemberian otonomi dalam pengelolaan keuangan dan operasional. Namun, 

efektivitas kebijakan ini sangat dipengaruhi oleh kondisi konteks lokal, terutama pada wilayah kepulauan yang 

memiliki keterbatasan akses dan tantangan geografis.. Tujuan penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi 

kebijakan BLUD serta pengaruh kondisi geografis terhadap pelaksanaan otonomi rumah sakit di Kabupaten 

Lingga. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain analisis kebijakan pada satu rumah 

sakit daerah. Data diperoleh melalui telaah dokumen kebijakan, dokumen operasional, serta informasi kontekstual 

terkait kondisi geografis dan sistem pelayanan. Analisis dilakukan menggunakan kerangka implementasi Edward 

III yang meliputi dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian 

menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan kebijakan dan pelaksanaan di lapangan. Keterpencilan 

wilayah, ketergantungan pada transportasi laut, keterbatasan infrastruktur, serta tingginya biaya logistik 

membatasi ruang pengambilan keputusan dan fleksibilitas pengelolaan. Otonomi yang diberikan lebih banyak 

digunakan untuk mempertahankan operasional rutin dibandingkan pengembangan layanan. Kesimpulan 

implementasi BLUD di wilayah kepulauan belum optimal karena keterbatasan geografis dan sumber daya. 

Diperlukan penyesuaian kebijakan yang mempertimbangkan karakteristik wilayah agar pelaksanaan otonomi 

rumah sakit dapat berjalan lebih efektif 

Kata Kunci: BLUD,  otonomi rumah sakit,  implementasi kebijakan,  wilayah kepulauan, desentralisasi 

kesehatan 

 

Abstract 

 

Background The Regional Public Service Agency (BLUD) policy aims to improve hospital performance and 

managerial flexibility by granting autonomy in financial and operational management. However, the effectiveness 

of this policy is highly dependent on local contextual conditions, particularly in archipelagic regions 

characterized by limited accessibility and geographical constraints. Objective this study aimed to analyze the 

implementation of the BLUD policy and examine the influence of geographic conditions on the exercise of 

hospital autonomy in Lingga Regency. Method a qualitative approach with a policy analysis design was 

conducted in one regional public hospital. Data were collected through the review of policy documents, 

operational records, and contextual information related to geographic conditions and the health service system. 

The analysis employed the Edward III implementation framework, which includes communication, resources, 

disposition, and bureaucratic structure..  Results the findings revealed a gap between regulatory provisions and 

actual implementation. Geographic isolation, dependence on maritime transportation, limited infrastructure, and 

high logistics costs constrained managerial decision space and reduced operational flexibility. Consequently, the 

granted autonomy was primarily utilized to maintain routine operations rather than to support service 

development. Conclusion the implementation of the BLUD policy in archipelagic settings remains suboptimal due 

to geographic and resource constraints. Policy adjustments that consider regional characteristics are needed to 

enhance the effectiveness of hospital autonomy. 

Keywords: BLUD, hospital autonomy, policy implementation, archipelagic regions, health decentralization 
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PENDAHULUAN 

Desentralisasi menjadi salah satu strategi 

utama dalam reformasi sistem kesehatan di 

berbagai negara berpendapatan rendah dan 

menengah dengan tujuan meningkatkan efisiensi, 

responsivitas, dan akuntabilitas melalui 

pelimpahan kewenangan kepada pemerintah 

daerah dan organisasi pelayanan kesehatan. 

(Bossert et al., 2011a; Cobos Muñoz et al., 2017) 

Dalam kerangka tersebut, otonomi rumah sakit 

dikembangkan sebagai mekanisme tata kelola yang 

memberikan fleksibilitas lebih besar dalam 

pengambilan keputusan manajerial, terutama pada 

pengelolaan keuangan, pengadaan, dan 

perencanaan pelayanan. (Jalilvand et al., 2024, 

2025) Namun demikian, berbagai penelitian 

menunjukkan bahwa dampak otonomi rumah sakit 

terhadap kinerja pelayanan belum menunjukkan 

hasil yang konsisten dan sangat dipengaruhi oleh 

kondisi institusional serta konteks 

implementasinya. (Dougherty et al., 2022) 

Sejumlah studi menunjukkan bahwa 

desentralisasi sering menimbulkan kesenjangan 

antara kewenangan formal (de jure) dan ruang 

pengambilan keputusan yang nyata di lapangan (de 

facto). Kewenangan yang secara regulatif 

diberikan seringkali dibatasi oleh keterbatasan 

sumber daya, kapasitas kelembagaan, maupun 

mekanisme kontrol administratif dari tingkat yang 

lebih tinggi. (Bossert et al., 2011b; Roman et al., 

2017). Analisis decision space juga menunjukkan 

bahwa pelimpahan kewenangan tidak selalu 

merata pada setiap fungsi tata kelola. Fleksibilitas 

di tingkat lokal cenderung lebih terbatas pada 

fungsi yang membutuhkan biaya tinggi atau 

memiliki sensitivitas politik, seperti pengadaan, 

investasi modal, dan pengelolaan sumber daya 

manusia (Chen et al., 2021)(Zheng et al., 2026) 

Hal ini menunjukkan bahwa otonomi tidak hanya 

ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga 

oleh kemampuan organisasi dalam menjalankan 

kewenangan tersebut dalam kondisi operasional 

yang nyata. Meskipun demikian, sebagian besar 

penelitian masih menekankan pada aspek kapasitas 

fiskal dan manajerial, sementara pengaruh faktor 

struktural dan geografis masih relatif jarang dikaji. 

Kondisi geografis merupakan salah satu 

faktor yang berpotensi mempengaruhi 

implementasi kebijakan, terutama pada wilayah 

terpencil, perdesaan, atau wilayah dengan 

karakteristik geografis yang terfragmentasi. Sistem 

kesehatan pada wilayah tersebut umumnya 

menghadapi biaya pelayanan yang lebih tinggi, 

ketidakpastian logistik, keterbatasan tenaga 

kesehatan, serta kendala dalam pengawasan dan 

koordinasi layanan. (Brennan et al., 2023a; Charles 

et al., 2025) Studi pada sistem kesehatan di 

wilayah kepulauan menunjukkan bahwa isolasi 

geografis dapat melemahkan rantai pasok, 

meningkatkan volatilitas operasional, serta 

membatasi fleksibilitas manajerial meskipun 

kebijakan otonomi telah diterapkan.(Sapkota et al., 

2023) Namun demikian, sebagian besar kebijakan 

desentralisasi masih dirancang secara seragam 

tanpa mempertimbangkan variasi kondisi geografis 

antar wilayah. 

Indonesia merupakan konteks yang 

relevan untuk mengkaji permasalahan tersebut. 

Sejak awal tahun 2000-an, kebijakan desentralisasi 

telah mengubah secara signifikan tata kelola sektor 

publik, termasuk sektor kesehatan. Salah satu 

instrumen utama dalam penerapan otonomi rumah 

sakit adalah kebijakan Badan Layanan Umum 

Daerah (BLUD), yang memberikan kewenangan 

kepada rumah sakit dalam pengelolaan keuangan 

dan administrasi. Meskipun implementasi BLUD 

telah berlangsung secara luas, sebagian besar 

penelitian masih berfokus pada kinerja organisasi 

dan aspek pengelolaan keuangan, sementara 

pengaruh kondisi kontekstual terhadap 

pelaksanaan otonomi belum banyak dikaji. 

Permasalahan ini menjadi semakin penting 

pada wilayah kepulauan yang memiliki 

karakteristik berupa sebaran wilayah yang 

terpisah, ketergantungan pada transportasi laut, 

serta keterbatasan infrastruktur pelayanan 

kesehatan. Dalam kondisi tersebut, rumah sakit 

tidak hanya berfungsi sebagai penyedia layanan 

rujukan, tetapi juga sebagai pusat koordinasi 

logistik dan operasional bagi fasilitas kesehatan 

yang tersebar di berbagai pulau. Kondisi ini 

berpotensi mempengaruhi efektivitas pelaksanaan 

otonomi rumah sakit. Namun, kajian empiris 

mengenai bagaimana kebijakan otonomi yang 

bersifat seragam diterapkan pada wilayah dengan 

fragmentasi geografis masih terbatas. 

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian 

ini bertujuan untuk menganalisis implementasi 

kebijakan BLUD pada rumah sakit di wilayah 

kepulauan serta mengidentifikasi pengaruh kondisi 

geografis terhadap pelaksanaan otonomi rumah 

sakit. Analisis dilakukan menggunakan kerangka 

implementasi kebijakan Edward III untuk melihat 

bagaimana kewenangan yang diberikan secara 

formal diterjemahkan ke dalam praktik operasional 

pada berbagai fungsi tata kelola. 

  

METODE 

Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif dengan desain analisis kebijakan untuk 

mengkaji implementasi kebijakan Badan Layanan 

Umum Daerah (BLUD) pada rumah sakit di 

wilayah kepulauan. Studi dilakukan di salah satu 

rumah sakit umum daerah di Kabupaten Lingga, 

Provinsi Kepulauan Riau, yang memiliki 

karakteristik geografis berupa wilayah kepulauan 

dengan sebaran penduduk dan fasilitas kesehatan 

yang terpisah antar pulau. Sumber data diperoleh 

dari dokumen kebijakan dan dokumen operasional 

rumah sakit. Dokumen yang dianalisis meliputi 

peraturan terkait BLUD, dokumen perencanaan 

dan penganggaran, laporan keuangan, laporan 

kegiatan operasional, serta dokumen terkait 

pengadaan, pengelolaan aset, dan koordinasi 
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layanan. Selain itu, dikumpulkan pula informasi 

kontekstual mengenai kondisi geografis, sistem 

transportasi, ketersediaan infrastruktur, serta 

distribusi fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah 

kerja rumah sakit. Penggunaan berbagai sumber 

data dilakukan untuk meningkatkan keabsahan 

melalui triangulasi. Analisis data menggunakan 

kerangka implementasi kebijakan Edward III yang 

mencakup empat dimensi, yaitu komunikasi, 

sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur 

birokrasi. Setiap dokumen ditelaah secara 

sistematis untuk mengidentifikasi kesesuaian 

antara ketentuan kebijakan (de jure) dengan 

pelaksanaan di lapangan (de facto), khususnya 

pada fungsi perencanaan, pengelolaan keuangan, 

pengadaan barang dan jasa, pengelolaan aset, serta 

pengawasan. Proses analisis dilakukan melalui 

tahapan reduksi data, pengelompokan informasi 

berdasarkan dimensi implementasi, dan penarikan 

kesimpulan untuk mengidentifikasi hambatan 

pelaksanaan yang berkaitan dengan kondisi 

geografis wilayah kepulauan. Penelitian ini 

menggunakan data institusi tanpa melibatkan data 

pasien atau informasi pribadi. Izin pengumpulan 

data diperoleh dari manajemen rumah sakit dan 

seluruh informasi disajikan dalam bentuk agregat 

untuk menjaga kerahasiaan.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Kabupaten Lingga merupakan wilayah 

kepulauan dengan sebaran penduduk dan fasilitas 

kesehatan yang terpisah antar pulau. Pelayanan 

rujukan sangat bergantung pada transportasi laut 

yang dipengaruhi oleh kondisi cuaca, jarak antar 

pulau, serta keterbatasan jadwal pelayaran. 

Kondisi tersebut menyebabkan keterlambatan 

mobilitas pasien, tenaga kesehatan, serta distribusi 

obat dan alat kesehatan. 

 

 
Gambar 1. Peta sebaran wilayah dan fasilitas 

kesehatan di Kabupaten Lingga 

 

Sebaran fasilitas kesehatan yang terfragmentasi 

menjadikan rumah sakit sebagai pusat rujukan 

sekaligus simpul koordinasi logistik bagi fasilitas 

kesehatan tingkat pertama. Ketergantungan pada 

transportasi laut meningkatkan ketidakpastian 

operasional serta biaya distribusi. Berbagai 

penelitian menunjukkan bahwa wilayah terpencil 

dan kepulauan menghadapi biaya pelayanan yang 

lebih tinggi, ketidakpastian logistik, serta 

keterbatasan akses yang berdampak pada kinerja 

sistem kesehatan. (Lampe et al., 2014; Susanto et 

al., 2024) 

 Implementasi kebijakan BLUD dianalisis 

menggunakan kerangka Edward III yang 

mencakup dimensi komunikasi, sumber daya, 

disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. 

Tabel 1. Implementasi Kebijakan BLUD 

Berdasarkan Dimensi Edward III dalam Konteks 

Wilayah Kepulauan 
Dimensi 

Edward 

III 

Faktor 

Kontekstual 

Wilayah 

Kepulauan 

Permasalah

an 

Implement

asi 

Dampak 

terhadap 

Ruang 

Pengambil

an 

Keputusan 

Sumber 

daya 

Ketergantun

gan 

distribusi 

pada 

transportasi 

laut dan 

kondisi 

cuaca 

Biaya 

operasional 

dan logistik 

tinggi, serta 

keterbatasan 

anggaran 

Fleksibilita

s keuangan 

terbatas 

karena 

anggaran 

banyak 

digunakan 

untuk 

kebutuhan 

logistik 

Komunik

asi 

Keterbatasan 

jaringan 

digital dan 

jarak 

geografis 

antar 

wilayah 

Kurangnya 

sinkronisasi 

antara 

pemerintah 

daerah dan 

manajemen 

rumah sakit 

Perbedaan 

pemahama

n dan 

interpretasi 

terhadap 

pedoman 

teknis 

BLUD 

Disposisi Biaya hidup 

tinggi dan 

keterbatasan 

fasilitas di 

wilayah 

kepulauan 

Kesulitan 

rekrutmen 

dan 

tingginya 

pergantian 

tenaga 

kesehatan 

spesialis 

Pelaksana 

cenderung 

menghinda

ri beban 

administrat

if 

tambahan 

dan fokus 

pada 

pelayanan 

dasar 

Struktur 

birokrasi 

Sistem 

pengadaan 

terpusat 

untuk 

wilayah yang 

tersebar 

Prosedur 

operasional 

yang kaku 

dan kurang 

responsif 

terhadap 

kondisi 

darurat 

Fleksibilita

s yang 

diberikan 

dalam 

kebijakan 

tidak dapat 

dimanfaatk

an secara 

optimal 

Pada dimensi komunikasi dan struktur birokrasi, 

pelaksanaan kebijakan secara umum telah berjalan 

sesuai dengan ketentuan. Regulasi dan pedoman 

teknis telah tersedia serta dipahami oleh 

manajemen rumah sakit, serta mekanisme 

pelaporan dan koordinasi telah dilaksanakan secara 

rutin. Hal ini menunjukkan bahwa secara 

administratif, implementasi kebijakan tidak 

mengalami hambatan yang signifikan. Kendala 
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utama ditemukan pada dimensi sumber daya. 

Ketergantungan pada transportasi laut 

menyebabkan keterlambatan pengadaan barang 

dan jasa, peningkatan biaya operasional, serta 

ketidakpastian distribusi logistik. Selain itu, 

keterbatasan tenaga kesehatan tertentu dan sulitnya 

akses terhadap layanan teknis turut mempengaruhi 

kelancaran operasional. Kondisi ini menunjukkan 

bahwa keterbatasan sumber daya menjadi faktor 

utama yang membatasi fleksibilitas pengelolaan 

meskipun kewenangan formal telah diberikan. 

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang 

menunjukkan bahwa efektivitas desentralisasi 

sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya 

dan kapasitas organisasi dalam mengelola 

kewenangan yang dilimpahkan. (Bossert et al., 

2011b; Cobos Muñoz et al., 2017)  Pada dimensi 

disposisi, manajemen rumah sakit menunjukkan 

komitmen untuk menjaga keberlangsungan 

pelayanan melalui berbagai penyesuaian 

operasional, termasuk pengaturan prioritas 

penggunaan anggaran dan penguatan koordinasi 

layanan. Namun, upaya tersebut lebih diarahkan 

pada stabilitas operasional dibandingkan dengan 

pengembangan layanan atau inovasi. Studi 

implementasi kebijakan menunjukkan bahwa 

dalam kondisi keterbatasan sumber daya dan 

tekanan operasional yang tinggi, organisasi publik 

cenderung mengutamakan strategi bertahan 

(operational survival) dibandingkan 

pengembangan jangka panjang(Annahar et al., 

2023; Brennan et al., 2023b; Tavares et al., 2024). 

Meskipun kebijakan BLUD memberikan 

fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan dan 

operasional, hasil penelitian menunjukkan adanya 

kesenjangan antara kewenangan formal (de jure) 

dan pelaksanaan di lapangan (de facto). 

Tabel 2. Perbandingan Ketentuan Kebijakan dan 

Kondisi Pelaksanaan BLUD di Wilayah 

Kepulauan 
Sub Sistem 

BLUD 

Ketentua

n 

Kebijaka

n 

(Permend

agri No. 

79 Tahun 

2018) 

Kondisi 

Pelaksan

aan di 

Wilayah 

Kepulau

an 

Kesenjangan 

yang Terjadi 

(Dimensi 

Edward III) 

Perencanaan 

(RBA) 

Perencana

an disusun 

berdasark

an target 

layanan 

yang 

terukur 

Biaya 

operasion

al sulit 

diprediksi 

karena 

ketidakpa

stian 

logistik 

laut 

Komunikasi: 

Format 

perencanaan 

belum 

mempertimba

ngkan risiko 

geografis 

Pengelolaan 

Kas/Belanja 

Fleksibilit

as 

pengelola

an 

keuangan 

secara real 

time 

Keterbata

san akses 

layanan 

perbanka

n dan 

sistem 

digital di 

Sumber daya: 

Keterbatasan 

infrastruktur 

sistem 

keuangan 

wilayah 

terpencil 

Pengadaan 

Barang/Pers

ediaan 

Pengadaa

n 

dilakukan 

secara 

efisien 

sesuai 

kebutuhan 

Rumah 

sakit 

harus 

menyedia

kan stok 

cadangan 

lebih 

besar 

karena 

keterbatas

an akses 

distribusi 

Disposisi: 

Pengelola 

cenderung 

menghindari 

risiko 

kekurangan 

logistik 

Piutang/Klai

m 

Proses 

penerimaa

n dan 

verifikasi 

berjalan 

lancar 

Proses 

verifikasi 

klaim 

mengala

mi 

keterlamb

atan 

akibat 

jarak dan 

keterbatas

an akses 

Struktur 

birokrasi: 

Sistem 

verifikasi 

masih 

terpusat 

Investasi Dialokasi

kan untuk 

pengemba

ngan 

kapasitas 

jangka 

panjang 

Anggaran 

lebih 

banyak 

digunaka

n untuk 

biaya 

operasion

al 

transporta

si dan 

logistik 

Sumber daya: 

Keterbatasan 

dana untuk 

pengembanga

n layanan 

Pengelolaan 

Aset 

Aset 

dikelola 

secara 

optimal 

dan 

berkelanju

tan 

Peralatan 

lebih 

cepat 

rusak 

akibat 

kondisi 

lingkunga

n pesisir 

Sumber daya: 

Tidak 

tersedia 

anggaran 

khusus 

pemeliharaan 

untuk 

wilayah 

kepulauan 

Pengawasan 

(SPI) 

Audit 

internal 

dan 

eksternal 

dilakukan 

secara 

rutin 

Kunjunga

n 

pengawas

an 

terbatas 

karena 

kendala 

cuaca dan 

akses 

transporta

si 

Struktur 

birokrasi: 

Pengawasan 

tidak optimal 

akibat 

keterbatasan 

akses fisik 

 

Kesenjangan tersebut terlihat pada fungsi 

perencanaan, pengadaan, pengelolaan aset, serta 

pengawasan. Secara regulatif, rumah sakit 

memiliki kewenangan untuk melakukan 

pengelolaan secara mandiri. Namun dalam 

praktiknya, proses pengadaan sering mengalami 

keterlambatan akibat keterbatasan penyedia, 

tingginya biaya transportasi, serta ketidakpastian 

distribusi. Pengelolaan aset juga menghadapi 

kendala karena keterbatasan teknisi dan percepatan 
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kerusakan akibat kondisi lingkungan pesisir. 

Kondisi ini menunjukkan bahwa kewenangan 

formal tidak selalu diikuti oleh ruang pengambilan 

keputusan yang efektif. Temuan ini sejalan dengan 

penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa 

desentralisasi sering menghasilkan kesenjangan 

antara desain kebijakan dan kapasitas 

implementasi di tingkat lokal. (Jones et al., 2010)  

 Keterbatasan operasional yang dihadapi 

menyebabkan ruang pengambilan keputusan 

manajerial menjadi lebih sempit. Fleksibilitas yang 

diberikan melalui kebijakan BLUD pada 

praktiknya lebih banyak digunakan untuk 

mempertahankan operasional rutin, seperti 

pemenuhan kebutuhan dasar pelayanan dan 

menjaga ketersediaan logistik. Hasil penelitian ini 

mendukung temuan bahwa otonomi dalam sistem 

desentralisasi tidak selalu dapat dimanfaatkan 

secara optimal apabila tidak didukung oleh 

kapasitas dan sumber daya yang memadai. (Kieny 

et al., 2017) Studi lain menunjukkan bahwa 

pelimpahan kewenangan cenderung lebih efektif 

pada fungsi dengan kebutuhan sumber daya 

rendah, tetapi tetap terbatas pada fungsi yang 

memerlukan dukungan finansial dan logistik yang 

besar. (Ravaghi et al., 2018) 

 Kebijakan BLUD yang diterapkan secara 

seragam belum sepenuhnya sesuai untuk wilayah 

dengan karakteristik geografis kepulauan. Desain 

kebijakan yang mengasumsikan kondisi wilayah 

yang relatif homogen berpotensi menimbulkan 

kesenjangan implementasi pada daerah dengan 

keterbatasan geografis. Berbagai penelitian 

menunjukkan bahwa keberhasilan desentralisasi 

sangat dipengaruhi oleh mekanisme redistribusi 

sumber daya, penguatan kapasitas, serta dukungan 

koordinasi yang memadai.(Bossert et al., 2011a; 

Cobos Muñoz et al., 2017; Sapkota et al., 2023) 

anpa dukungan tersebut, otonomi dapat berubah 

menjadi beban administratif yang harus 

ditanggung oleh pengelola layanan kesehatan. 

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kebijakan 

yang lebih kontekstual, antara lain melalui 

dukungan pembiayaan yang mempertimbangkan 

biaya geografis, sistem logistik yang lebih adaptif, 

serta penyesuaian indikator kinerja sesuai dengan 

karakteristik wilayah. Pendekatan yang sensitif 

terhadap konteks wilayah diperlukan agar 

implementasi BLUD dapat berjalan lebih efektif 

dan tidak memperlebar kesenjangan pelayanan 

kesehatan. (Aulia et al., 2025; Oliveira et al., 

2023). Selain itu, diperlukan penguatan desain 

kelembagaan yang memungkinkan fleksibilitas 

implementasi kebijakan pada wilayah dengan 

karakteristik khusus. Pendekatan diferensiasi 

kebijakan dapat dilakukan melalui skema afirmatif 

bagi rumah sakit di wilayah kepulauan, seperti 

pengaturan standar operasional yang lebih adaptif, 

mekanisme pengadaan darurat, serta dukungan 

teknis dan manajerial dari pemerintah daerah dan 

pusat. Studi tentang desentralisasi menunjukkan 

bahwa efektivitas otonomi sangat dipengaruhi oleh 

kesesuaian antara desain kebijakan dan kapasitas 

lokal, sehingga pendekatan yang sensitif terhadap 

konteks wilayah menjadi faktor penting dalam 

meningkatkan kinerja layanan kesehatan di daerah 

dengan keterbatasan geografis. (Bossert et al., 

2011b; Brennan et al., 2023a) 

 

SIMPULAN 

Implementasi kebijakan Badan Layanan 

Umum Daerah (BLUD) di rumah sakit wilayah 

kepulauan menunjukkan adanya kesenjangan 

antara kewenangan formal yang diberikan dan 

pelaksanaan di lapangan. Meskipun regulasi 

memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan 

keuangan dan operasional, kondisi geografis 

berupa keterbatasan akses transportasi, tingginya 

biaya logistik, serta ketidakpastian distribusi 

menyebabkan ruang pengambilan keputusan 

manajerial menjadi terbatas. Otonomi yang 

tersedia lebih banyak digunakan untuk menjaga 

keberlangsungan operasional rutin dibandingkan 

untuk pengembangan layanan. Temuan ini 

menunjukkan bahwa penerapan kebijakan BLUD 

yang bersifat seragam belum sepenuhnya sesuai 

untuk wilayah dengan karakteristik geografis 

kepulauan. Oleh karena itu, diperlukan 

penyesuaian kebijakan melalui dukungan 

pembiayaan berbasis biaya geografis, penguatan 

sistem logistik, serta mekanisme implementasi 

yang lebih kontekstual agar pelaksanaan otonomi 

rumah sakit dapat berjalan lebih efektif dan tidak 

memperlebar kesenjangan pelayanan kesehatan 

antar wilayah. 
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